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Abstract

Motor Vehicle Tax (PKB) is the administration of a regional tax on motorized vehicles. The object of
the motor vehicle tax is proof of ownership or power over a motor vehicle, while the subject of the motor
vehicle tax is an individual or entity that owns or controls a motor vehicle. The purpose of this research
is to find out the procedures for the implementation of motor vehicle tax payments at the samsat bagan
sinembah office, to find out the sanctions or fines applied by the tax authorities to taxpayers who do not
fulfill their tax obligations in the motor vehicle tax. The type of research in this study uses descriptive
qualitative research with data collection and observation techniques. Downstream. Where the UPTD
has the task of collecting Motor Vehicle Taxes regulated in Riau Governor Regulation Number 08 of
2012 concerning Instructions for Implementing Motor Vehicle Taxes (PKB) and Motor Vehicle
Transfer Fees (BBN-KB), Making efforts in dealing with obstacles that arise by and in order to further
increase the number of Motor Vehicle Tax Collection every year.

Keywords: Motor Vehicle Tax, Regional Tax.

Pendahuluan

Prosedur merupakan suatu susunan yang teratur dari kegiatan yang
salingberhubungan antara kegiatan satu dengan yang lainnya sehingga menjadi
suatuproses yang menjamin perlakuan terhadap pristiwa atau transaksi yang
berlangsungsecara berulang-ulang. Pembayaran adalah berpindahnya hak kepemilikan
atassejumlah uangatau dana dari pembayaranbaik secara langsung atau melalui
jasaperbankan.dalam ~ melaksanakan =~ Pajak =~ Kendaraan = bermotor  agar
masyarakatseberapa besar kepatuhan masyarakan dalam membayar pajak
kendaraanbermotor, untuk mengetahui bagaimana kualitas pelayanan yang diberikan
olehdispenda  kepada  masyarakat ~ dalam  melakasanakan  rangkaian
prosedurpembayaran pajak kendaraanmampu menggarap pasar dari kota sampai
denganpelosok desa. dan juga untuk mengetahui manfaat dilakukannya segmentasi
pasartersebut dalam kendaraan bermotor, serta untuk mengetahui bagaimana
caraperhitungan pajak itu sendiri. Mengetahui seberapa pentingnya pajak
bagikelangsungan  hidup Negara dan seberapa peduli masyarakat dalam
perkembangannegara, maka dari itu dikalangan masyarakat sekitar nya dikota maupun
didesadiberikan aturan kepada setiap orang yang mempunyai kendaraan bermotor
agarmembayar pajak kendraan tersebut sesuai aturan yang sudah ditetapkan oleh
Dispenda

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dipungut atas kepemilikan dan atau
kepenguasaan kendaraan bermotor sekaligus menjadi objek pajak, dan subjek pajaknya
yakni orang pribadi atau badan selaku pemilik kendaraan bermotor. Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Pajak
Daerah Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya
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yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa
motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya
energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan,
termasuk alatalat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda
dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang
dioperasikan di air. Termasuk dalam objek pajak, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
adalah pajak atas kepemilikan

dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. (Irawan, 2017).Dalam rangka peningkatan
penerimaan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yakni pajak
daerah yang dipergunakan sebaik-baiknya untuk membiayai pengeluaran rumah tangga
dan pelaksanaan pembangunan, maka diperlukan peningkatan pelayanan, kinerja
pemungutan yang diperbaiki, penambahan jenis pajak (ekstensifikasi), serta
memberikan kewenangan dan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk menggali
terus potensial yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Pajak sendiri merupakan
suatu gejala social dan hanya terdapat dalam suatu masyarakat. Tanpa adanya
masyarakat tidak mungkin ada pajak (Tobing, 2018)

Bagi Wajib Pajak yang akan membayar pajak dapat langsung datang Ke kantor
Samsat, dengan membawa semua persyaratan yang telah ditetapkan ketika hendak
membayar pajak.Pelayanan Kantor Samsat Rokan Hilir Beroperasi dari Hari Senin
sampai dengan Hari Sabtu pada Pukul 08:00-15:00 WIB.

Landasan Teori
Prosedur

Menurut Zulkifliamsyah (2005:836-837)dalam bukunya yang
berjudulmanajemen sistem informasi yangmenjelaskan bahwaProsedur adalah aturan
bermain, aturan bekerja sama, aturan berkoordinasi,sehingga unit dalam sistem dapa
berinteraksi satu sama lain dengan cara efisiendan efektifSedangkan menurut “Achairul
Marom(2002,1)Prosedur melibatkan urutanurutanpekerjaan yang melibatkan beberapa
orang dalam satu bagian ataulebih,untuk menjamin perlakuan terhadap peristiwa atau
transaksi yang berlangsungsecara berulang-ulang.Sedangkan “Berdasarkan pendapat
beberapa ahli diatas maka dapat disimpulkan yang dimaksud Prosedur adalah suatu
tata cara kerja atau kegiatan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan urutan waktu dan
memiliki pola kerja yang tetap yang telah ditentukan.

Pembayaran

Menurut Amir Abadi Yusuf ( 2000,629)dalah sebagai Pembayaran
yangmerupakan distribusi yang biasa dilakukan bahwa sejumlah uang yang
distribusikantidak lebih, dengan kata lain sumber daya yang diberikan tidak d
kembalikan.Menurut H. Malayu S.P. Hasibunan ( 2009 )” dalam Bukunya © Dasar
perbankan“ Pembayaran adalah berpindahnya hak pemilikan atas sejumlah uang atau
dana dari pembayaran kepada penerimanya, baik langsung maupun melalui media
jasaperbankanSedangkan Menurut Wienik Anarga (2000,411) adalah sebagai berikut
:‘Pembayaran adalah pelunasan hutang atau pelepasan beban kewajiban
denganmembayar sejumlah uang,harta atau jasa yang diterima sebagai uang.
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Pajak

Sebelum membahas mengenai Pajak Kendaraan Bermotor lebih jauh, penulis
harus mengetahui defenisi pajak. Adapun pengertian pajak berdasarkan Undang-
Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak
adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh Orang Pribadi dan Badan
yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya
untuk kemakmuran rakyat.

Sedangkan menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH (Waluyo,2013:2) “Pajak
adalah Turan rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat
dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung
dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Fungsi Pajak
Sebagaimana telah diketahui pada pengertian pajak, ada 2 (dua) fungsi pajak, yaitu :

1. Fungsi Penerimaan(Budgeter)Pajak yang berfungsisebagai sumber dana yang
diperuntukkan bagipembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. contoh:
dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri. (Waluyo,
2013 6)

2. Fungsi Mengatur (Reguler)Pajak yang berfungsi sebagai alat untuk mengatur
ataumelaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi. contoh:
dikenakannya pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, sehingga
konsumsi minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang
mewah. (Waluyo, 2013 : 6).

Berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang
terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-
undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk
keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Pajak Kendaraan Bermotor

1. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor Menurut Undang — Undang Nomor 28
Tahun 2009
Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih, beserta
gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh
peralatan teknik, berupa motor atau peralatan lain yang berfungsi untuk
mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan
bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang bergerak. Jadi Pajak
Kendaraan Bermotor adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan/atau
penguasaan Kendaraan Bermotor dan Kenderaan di Atas Air.

2. Objek Pajak Kendaraan Bermotor Menurut Undang — Undang Nomor 28 Tahun
2009 Objek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah kepemilikan dan/atau
penguasaan kendaraan bermotor. Termasuk dalam objek PKB adalah
kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yang digunakan di
semua jenis jalan darat, antara lain: di kawasan bandara, pelabuhan laut,
perkebunan, kehutanan, pertanian, pertambangan, industri, perdagangan, dan
sarana olahraga dan rekreasi. Yang termasuk dalam pengertian kendaraan
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bermotor adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang

dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang

dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima Gross Tonnage) sampai

dengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage). Pelaksanaan Objek Pajak Kendaraan

Bermotor dikecualikan terhadap kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan

Bermotor dan Kendaraan Di Atas Air, yaitu:

l. Kereta api, kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk
keperluan pertahanan dan keamanan negara.

2. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat,
perwakilan negara asing, dan perwakilanlembaga-lembaga internasional.

3. Pabrikan atau importir Kendaraan Bermotor Baru yang tersedia untuk
diperlukan, untuk dijual dan tidak dipergunakan dalam lalu lintas biasa.

4. Wisatawan Asing yang berada di Daerah dalam wilayah Indonesia untuk
waktu yang tidak lebih lama dari 90 (sembilan puluh) hari berturut-turut.

5. Yang tidak digunakan, karena disegel dan disita oleh Negara

6. Orang pribadi/badan atas Kendaraan Air di Atas Air perintis.

7. Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang memiliki Kapal Pandu Kapal
Tunda untuk keperluan keselamatan.

3. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor Menurut Undang - Undang Nomor 28

Tahun 2009

Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang

memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor. Yang bertanggung jawab

atas pembayaran pajak adalah:

1. Untuk orang pribadi adalah orang yang bersangkutan, kuasa atau ahli
warisnya

2. Untuk badan adalah perpajakan diwakili oleh pengurus atau badan kuasa
tersebut.

Metode Peneltian

Jenis Penelitian ini adalah Penelitian Kualitatif melalui observasi secara
langsung, dimana dalam observasi ini dilakukan Yaitu dengan mengumpulkan catatan-
catatan, data-data mengenai Pajak Kenderaan Bermotor yang ada di Kantor Bersama
Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Bagan Batu. Penggunaan
Penelitian ini dimaksud untuk mengetahui Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Pajak
Kendaraan Bermotor Pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap
(SAMSAT) Bagan Batu.

Hasil Dan Pembahasan
Pofil Samsat Bagan Batu

Secara khusus sejarah SAMSAT Kecamatan Bagan Sinembah berdiri pada tahun
2002 dengan perlengkapan yang sangat terbatas baik dari sumber daya aparatur dan
perlengkapan dari fasilitas yang ada di SAMSAT Kecamatan Bagan Sinembah.
Kantor SAMSAT Kecamatan Bagan Sinembah adalah kantor SAMSAT kedua yang
berdiri setelah kantor SAMSAT Kecamatan Bangko Bagan Siapi-api.Pada tahun 2010
barulah kantor SAMSAT Kecamatan Bagan Sinembah mendapatkan fasilitas yang
cukup memadai walaupun pada saat itu sistem yang digunakan untuk penginputan
data masih secara manual.
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Pada tahun 2017 akhir kantor SAMSAT Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan
Hilir sudah menggunakan sistem Penginputan data secara Online dengan perlengkapan
yang cukup memadai guna memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Dari 3 (tiga)
kantor SAMSAT yang ada di Kabupaten Rokan Hilir Kantor SAMSAT Kecamatan
Bagan Sinembah yang baru menggunakan Penginputan data secara online dan data
yang diinput sudah langsung terhubung dengan data yang ada di pusat.

Visi dan Misi
Visi
Mewujudkan pelayanan di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor yang
profesional,modern dan dapat di percaya guna mendukung pembangunan nasional.
Misi
1. Meningkatkan kuallitas SDM guna memberikan pelayanan yang lebih baik
kepada masyarakat
2. Meningkatkan sara dan prasarana guna memberikan pelayanan yang lebih
cepat,mudah dan nyaman bagi masyarakat
3. Pengawasan internal guna mencegah penyimpangan KKN

Pajak Kendaraan Bermotor ( PKB ) adalah pajak atas kepemilikan dan atau
penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda
beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan di gerakan oleh
peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah
suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga bergerak kendaraan bermotor yang
bersangkutan, termasuk alat — alat besar yang dalam operasinya yang menggunakan
dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang
dioperasikan diair. Pemungutan pajak kendaraan bermotor dewasa ini didasarkan pada
peraturan Undang - Undang Tahun 2009 Pasal 3 - 8. Semua sesuai dengan Undang -
Undang Nomor 18 Tahun 1997 ditetapkan pajak kendaraan bermotor , dimana pajak
atas kendaraan di atas air dianggap telah mencakup di dalamnya. Seiring dengan
perubahan Undang - Undang 18 Tahun 1997 menjadi Undang — Undang Nomor 34
Tahun 2000 terminologi kendaraan bermotor diperluas dan dilakukan pemisahan
secara tegas menjadi kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air. Satu hal yang
membedakan Undang — Undang Nomor 28 Tahun 2009 dengan Undang - Undang
Nomor 18 Tahun 1997 sebagai dasar hukum pemungutan pajak kendaraan bermotor
adalah ketegasan pada Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang memasukan
kendaraan di atas air sebagai bagian kendaraan bermotor.

Pada saat diberlakukannya Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997
sebagaimana diubah dengan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 , pajak
kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air pada beberapa provinsi dipungut sebagai
jenis pajak yang terpisah, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor ( PKB ) dan Pajak
Kendaraan di Atas Air ( PKAA ). Hal ini wajar saja mengingat kendaraan bermotor
pada dasarnya berbeda dengan kendaraan di atas air.

Prosedur Pembayaran Pajak kendaraan Bermotor

Dalam setiap kegiatan yang akan kita lakukan, tentu saja prosedur atau tatacara
yang harus kita perhatikan. Dengan tujuanagar kegiatan yang kita lakukantersebut
dapat berjalansesuai yang diharpkan.Prosedur adalah aturan bermain,aturanbekerja,
aturan berkoordinasi, sehingga unit- unit dalam sistem danseterusnya dapat
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berinteraksi satu sama lain secara efisien dan efektif. Adapunprosedur pembayaran
pajak kendaraan bermotor pertahunan. Berikut adalahprosedur pembayaran pajak
kendaraan bermotor :

L.Isi formulir permohonan pajak kendaraan bermotor sesuai data yangtelah
tercantum pada surat tanda nomor kendaraan (STNK) dan buktikepemilikan
kendaraan bermotor (BKPB). Formulir dapat diambil di loketpendaftaran,
kemudianlengkapi formulir lampiran berkas yangdibutuhkan, adanya berkas
yang harus dilampirkan adalah sebagaiberikut :

L

STNK asli dan fotocopy

2. Fotocopy BKPB

3. Ktp asli dan fotocopy sesuai nama di STNK dan BPKB

2.Selesai melengkapi berkas, serahkan berkas permohonan pajak STNKtersebut ke
loket penyerahan berkasSilahkan tunggu sampai dipanggil nama sesuai data yang
tercantundalam STNK
3.Anda akan diberikan slip pembayaran pajak yang telah tercantum biayapajak
yang harus dibayar
4.Serahkan slip dan uang sebesar biaya pajak ke kasir
5.Selesai membayar pajak , petugas akan memberikan bukti pelunasanpembayaran
pajak,dan bukti tersebut diserahkan kepada loket pengambilan STNK

0.Setelah selesai petugas akan memanggil nama andauntuk mengambilSTNK yang
sudah selesai diperpanjang

Wajib Pajak

Pegawai

v

Q)atang ke kantor samsat )
Menyerahkan berkas

Melakukan Pembayaran

—>

KJT/\/\A

Verifikasi berkas

v

Input data

v

Cetak STNK

Vv

Memanggil WP

CM

enyerahkn STNK

A A YA YA Y

( Menerima STNK )

Gambar 1. Framework Proses Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

L.

Pendaftaran dan Penetapan PKB/BBN-KB
Adapun yang menjadi uraian tugasnya adalah:

L
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7.

8.
0.
10.
11.
12.
2. Pe

Melakukan penelitian pada daftar pencarian barang dan daftar pemblokiran
Membubuhkan  paraf pada resi formulir pendaftaran  yang
diterima,memotong dan memberikan resi tersebu kepada pemohon.
Menerima dan meneliti hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor untuk
dicross check dengan dokumen kendaraan bermotor dan apabila adanya
perbedaan dan kejanggalan, ataupun tercantum dalam daftar pencarian dan
pemblokiran.

Memberikan dan menetapkan Nomor Polisi dan Nomor PKB serta
menuliskannya pada formulir SPPKB yang juga formulir permohonan
STNKserta membubuhkan paraf pada formulir tersebut.

Meneruskan berkas permohonan kepada otorisasi data statis kendaraan.
Khususnya untuk pendaftaran STCK dan TCKB petugas Kepolisisan
Republik Indonesia dan Jasa Raharja melaksanakan tugas:

Menerima biaya administrasi STCK, TCKB,BTCK,dan SWDKLL]J.
Melaksanakan pengetikan STCK

Verifikasi STCK

Menyiapkan TCKB

Menyiapkan berkas

netapan SDWKLL]

Adapun yang menjadi tugasnya adalah:

I N

Menetapkan SWDKLL] dan denda

membubuhkan paraf pada SKPD.

Membubuhkan penetapan.

Meneruskan berkas yang telah ditetapkan SWDKLL]
dendanya kepada Penetapan Biaya Administrasi STNK/TNKB.

3. Penetapan Biaya Administrasi STNK/TNKB
Adapun yang menjadi uraian tugasnya adalah:

L

Uik W

Menetapkan biaya administrasi dan biaya TNKB

Membubuhkan paraf

Membukukan biaya administrasi

Menyerahkan berkas pendaftaran kepada Korektor

Adapun yang menjadi petugas pelaksanaan 1 (satu) orang petugas
Kepolisian Republik Indonesia

4. Pelayanan Korektor
Adapun yang menjadi uraian tugasnya adalah:

1.
2.
3.
4.

Memeriksa kebenaran besarnya penetapan dan denda
Memberikan paraf pada SKPD

Memeriksa/meneliti berkas pendaftaran kendaraan bermotor.
Menyerahkan KTP asli,BPKB asli,dan SKPD asli kepada pemohon.
Meneruskan berkas ke unit pembayaran.

5
Adapun yang menjadi tugas pelaksananya adalah:

1. (satu) orang petugas Dispenda
2. (satu) orang Kepolisian Republik Indonesia
3. (satu) orang petugas PT.Jasa Raharja (Persero).
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5.

7.

Pembayaran
1. Pada bagian embayaran pajak yang menjadi tanggung jawab dari hasil
pembayaran pajak yang dibayarkan oleh Wajib Pajak (WP) adalah dengan
melakukan hal - hal sebagai berikut.
Menerima pembayaran dari wajib pajak.
Membukukan hasil penerimaan.
Mencetak SKPD (Surat Ketetapan Pajak Dearah).
Menyetorkan uang penerimaan kepada Instansi atau pihak yang berhak
menerima paling lambat 1x 24 jam.
Membukukan dalam Buku Kas Umum dan penerimaan perjenis PKB/BBN-
KB, SWDKLL] dan Administrasi STNK dan TNKB.
Adapun yang menjadi petugas pelaksananya adalah:
1. (satu) orang Bendaharawan Khusus Penerima
2. (dua) orang Kasir Dispenda
3. (dua) orang tenaga pembukuan.
Validasi STNK/Pencetakan STNK dan Penyediaan TNKB
Adapun yang menjadi uraian tugasnya adalah:
1. Mencetak STNK baru/perpanjangan/pengesahan
2. Mencetak TNKB
3. Menerima berkas dan tindakan SKPD dari penerimaan pembayaran.
4. Menerimak peneng atas SKPD yang telh divalidasi.
5. Meneruskan berkas kepada unit penyerahan STNK, TNKB,dan Peneng
Adapun yang menjadi dasar pelaksanaannya adalah:
1. (satu) orang petugas Kepolisisan Republik Indonesia
2. (satu) oranf Dispenda
Penyerahan STNK,TNKB
Adapun yang menjdi uraian tugasnya adalah:
Menyerahkan STNK,TNKB,SKPD
Adapun yang menjadi pelaksananya adalah:
1. (satu) orang petugas Kepolisian Republik Indonesia atau Dispenda
2. (satu) orang petugas PT.Jasa Raharja (Persero).

SIS

)

Pengelolaan Arsip

Adapun yang menjadi uraian tugasnya adalah:

1. Menerima berkas dari Unit Pelayanan Penyerahan

2. Menyiapkan dan menyerahkan berkas arsip yang diminta oleh sub unit
pelayanan penelitian berkas.

3. Melaksanakan tata usaha berkas kedalam kelompok sehinggamemudahkan
pencarian kembali.

4. Mebukukan arsip yang diterima dn dikeluarkan.

5. Menyusun berkas sesuai dengan Nomor Polisi.\Menyusun dan menyiapkan
berkas Surat Kendaraan Bermotor (SKB) untuk data perpnjangan.

6. Memisahkan berkas kendaraan bermotor yang diblokir.
Adapun yang menjadi petuas pelaksananya adalah:
1. (satu) orang petugas Kepolisisn Republik Indonesia
2. (satu) orang petugas Dispenda.
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Data Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada SAMSAT Kabupaten
Rokan Hilir 2017-2021

Diatas telah dijelaskan tentang berbagai hal berkaitan dengan Pajak Kendaraan
Bermotor, Dasar Hukum Pemungutannya dan hal-hal lain yang berkaitan dengan Pajak
Kendaraan Bermotor seperti peranan PKB sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli
Daerah.
Adapun jumlah wajib Pajak dan realisasi PKB nya :

Tabel 1. Data jumlah Wajib Pajak dan Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Unit
Pelaksanaan Teknisi (UPT) Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Riau

Tahun | Wajib | Pajak
Pajak | Kendaraan

Bermotor

2017 53.638 | Rp
15.219.632.550

2018 55810 | Rp
16.890.265.500

2019 57.431 Rp
18.513.252.000

2020 55.632 | Rp
19.804.694.631

2021 56392 | Rp
21.326.843.500

Sumber: Kantor Unit Pelaksanaan Teknisi (UPT) Pengelolaan Pendapatan
Daerah Provinsi Riau, 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa peningkatan jumlah pendapatan daerah
setiap tahunnya dipengaruhi oleh salah satu faktor yaitu peningkatan jumlah
pendapatan pajak kendaraan bermotor. Peningkatan jumlah wajib pajak kendaraan
bermotor terus bertambah sepanjang 3 tahun terakhir yaitu pada tahun 2017 - 2019
namun pada tahun 2020 terjadi penurunan jumlah wajib pajak yang membayar pajak
kendaraan motornya di Bagan Batu, salah satu penyebabnya adalah Bagan Batu
merupakan Daerah yang memiliki perkebunan kelapa dan sawit terbesar akibatnya
banyak transportasi dipakai diperkebunan sehingga tidak lagi dipakai untuk aktivitas
dikota. Selain itu sepanjang tahun 2020 adanya pembelian motor yang rendah yakni
seseorang tinggal membayar uang muka mulai Rp.500.000 sudah bisa membawa pulang
sepeda motor, akibatnya banyak pemilik kendaraan yang ternyata tidak mampu
membayar angsuran pinjaman kredit, sechingga setelah motor itu ditarik oleh lembaga
pembiayaan karena menunggak angsuran. Apabila motor sudah ditarik tentu saja
pajaknya sudah tidak lagi dibayar. Namun pada rahun 2021 terjadi peningkatan jumlah
wajib pajak yang membayar pajak kendaraan bermotornya hal itu disebabkan karena
diberlakukannya pemutihan denda pajak pada tahun 2021 yang di lakukan pada 15
oktober 2021 sampai dengan 14 desember 2021.
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Hambatan Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan
Bermotor
Dalam melaksanakan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor tidak terlepas
dari adanya hambatan yang timbul dari pelaksanaan kegiatan. Adapun hambatan
yang timbul dari pelaksanaan pemungutan PKB adalah:
a. Terdapat Wajib Pajak PKB yang masih belum membayar pajak terutangnya.
b. Adanya Kendaraan Bermotor yang ditarik oleh leasing akibat kredit macet.
c. Masih banyak Kendaraan Bermotor diluar Plat BK yang beroperasi di Sumatera
Utara dan enggan untuk mem Bea Balik Nama Kendaraan Bermotornya.

Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan
Adapun upaya yang ditempuh sebagai berikut:

1. Upaya menghimbau secara berkesinambungan melakukan penyuluhan
kepada Wajib Pajak untuk senantiasa membayar Pajak Kendaraan Bermotor
tepat pada waktunya.

2. Melakukan razia terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan sasaran
Wajib Pajak yang masih menunggak Pajak Kendaraan Bermotor.

3. Bekerja sama dengan kantor pos yang menyampaikan surat peringatan
kepada Wajib Pajak yang Pajak Kendaraan Bermotornya jatuh tempo.

4. Meningkatkan dan  mengembangkan sistem  pelayanan  dengan
memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada. Ditengah era Globalisasi saat
ini dan melihat dari tingginya konsumsi dan ketergantungan masyarakat
tehadap teknologi khususnya media sosial diharapkan kiranya dapat
dikembangkan sistem informasi melalui online.

Semua upaya yang dilakukan UPTD Bagan Batu sangatlah wajar dilaukan, hal
tersebut berkaitan dengan besarnya potensi Pajak Kendaraan Bermotor dalam
mendukung penerimaan Pandapatan Asli Daerah. Diharapkan dengan adanya usaha
dari pemerintah untuk mensosialisasikan mengenai Pajak Kendaraan Bermotor dan
dengan respon yang baik pula dari masyarakat sangatlah diharapkan timbulnya
kesadaran yang menguntungkan antara masyarakat dan pemerintah demi kemakmuran
dan pembangunan melalui pendapatan dari pajak khususnya melalui Pajak Kendaraan
Bermotor (PKB).

Sanksi-Sanksi Bagi Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Sanksi adminitrasi berupa bunga merupakan salah satu jenis sanksi
administrasi yang dapat dikenakan kepada Wajib Pajak saat melakukan pelanggaran
hukum pajak yang terkait dengan pelaksanaan kewajiban. Sanksi administrasi berupa
bunga bersama dengan jumlah kekurangan pajak daerah yang terutang harus dibayar
lunas dalam jangka waktu yang ditentukan.

Kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang
Bayar (SKPDKB) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen)
sebulan dihitung dari pajak yang kurang. Sanksi administrasi berupa bunga tersebut
untuk jangka waktu paling lama 24 bulan, sampai dengan diterbitkannya Surat
Tagihan Pajak (STP). Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan, memuat jumlah
kekurangan pajak yang terutang ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga
sebesar 2% (dua persen) sebulan dan wajib dibayar dalam jangka waktu yang
ditentukan.
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Diharapkan kepada seluruh wajib pajak pemilik kendaraan bermotor roda dua
senantiasa memperhatikan pajaknya yaitu tanggal jatuh temponya sehingga ada
perhatian untuk membayar pajak kendaraan bermotor nya tepat waktu. Sanksi
administratif itu sendiri bukan merupakan penghalang dalam membayar pajak tetapi
merupakan suatu peringatan agar dapat membayar pajak tepat pada waktunya dan
tidak dikenakan lagi sanksi adminitrasiNamun pada kenyataannya sanksi
administratif pajak kendaraan bermotor tidak dapat membuat para wajib pajak
kendaraan bermotor untuk membayar pajak tepat waktu.Dengan adanya sanksi
administratif dapat diharapkan meningkatkan pembayaran pajak.

Kesimpulan Dan Saran
Kesimpulan

1. Pajak Daerah khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah jenis pajak
provinsi yang memberikan kontribusi cukup besar dalam rangka meningkatkan
PAD (Pendapatan Asli Daerah) Provinsi Bagan Batu. Dimana UPTD memiliki
tugas untuk memungut Pajak Kendaraan Bermotor yang diatur dalam Peraturan
Gubernur Riau Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Riau.

2. Pencapaian Target dan Realisasi UPTD Bagan Batu untuk terus meningkat
meski pada tiap tahunnya tidak menunjukkan presentase pencapaian yang
menigkat pula.

3. Faktor-faktor pendukung Pajak Kendaraan Bermotor seperti kerja sama yang
baik dan pemanfaatan teknologi modern sangat berpengaruh dalam penigkatan
pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

4. Melakukan upaya - upaya dalam menghadapi Hambatan yang timbul dengan
baik dan guna lebih menigkatkan angka Pemungutan Pajak Kendaraan
Bermotor setiap tahunnya.

Saran

1. UPTD Bagan Batu dapat lebih menigkatkan kesadaran masyarakat dengan
mengadakan publikasi dan sosialisasi tentang Pajak Kendaraan Bermotor serta
peran dan fungsi Pajak Kendaraan Bermotor dalam menunjang penigkatan
Pendapatan Asli Daerah.

2. Untuk dapat mencapai target dan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor yang
telah ditetapkan diharapkan UPTD Bagan Batu senantisa membina kerjaa sama
yang baik dengan masyarakat, sesama pegawai dan Instansi yang terkait.

3. Setiap kantor SAMSAT hendaknya melakukan penigkatan pelayanan dari tahun
ke tahun agar masyarakat merasa puas dan tidak rugi dalam membayar pajak,
misalnya ruang tunggu yang memadai dengan system informasi yang memadai
pula.

4. Pihak Kepolisian harus sering melaukan razia agar dapat mengetahui Wajib
Pajak yang belum membayar pajak terhutangnya.
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